
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NoMoR I( TAHUN 20{1

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PERTANIAN

BUPATI KATINGAN

Menimbang :

Mengingat

bahwasebagaipelaksanaanketentuandalamPasal55Peraturan
paeran KaSupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Oig.nir"ri Oan Tata Kenl Dinas Daerah Kabupaten Katingan

;;6&"il"na tetah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten

K;ti.A; Nomor 3 Tahun 2011 ientang PerY!1han Atas Peraturan

or"rin Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang

oiJrnirr"i dan Tata Kerja Dnas Daerah Kabupaten Katingan;

bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten

k"ting.n nlrus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan'

Undang-UndangNomorSTahunlgT4tentangPokok_Pokok
K;GG*"ian (iembaran Negara Repubtik lndo.nesia Tahun 1974

f.foiiolr 55 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

aoarl sebagaiman, t"trn diubah dengan undang-Undang Nomor 43

ianuir 1S96 llembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 169 Tambahan Lembiran Negara Republik lndonesia Nomor

38e0);
Undang-UndangNomorSTahun2002tentangPembentukan
x.nrplt"n Kati-ngan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara,

kaUupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

pisau, Kabupaten-ntrtrng itaya dan Kibupaten Barito Timur di

Kalimantan iengah (LemLaran Negara Republik lndonesia Tahun

zooz ltomor lg,lambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

UnO"ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K9y119an Negara

t l-"*6"rrn NEgara Republik lndo.nesia Tahun 2003 Nomor 47

tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4180);

unoang-undang Nomor'1 Tahun 2004 tentang Perb^endaharaan

N;g;r; ( Lemdaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 Nomor

S fimOanan Lembaran tlegara Republik lndonesia Nomor 4355);

UnOant-Un66rt Nomor tO Talrun 2OO4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun ZO6+ Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

iZS f.nin"han Lembalan Negara Republik lndonesia.Nomor 4437),

r"U"g;iljna telah diubah dengan Undang-UndTg Nomor 8 Tahun

ZOOS-tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

UnOrng ruoiror 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undan! Nomor 32 Tahun 2OO4 teniang Pemerintahan Daerah

meniadi undang-Undang (Lem.ba.ran Negara Republik lndonesia

ianun 2005 Nomor 10-8 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan-kedua Atas

UnOrni-UnO"ng Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
pr"r"ti (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 8

iamUanin Lembaran liegara Republik lndonesia Nomor 4gp,$;

b.

1.

2.

3.

4.

6.



7. Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
Keuangan Antara 

'pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembar Negara nepuOfif lndonesia Tahun 2AO4 Nomor

126 Tambahan Lembai.h-f.f"gtt, Republik lndonesia Nomor 4438)''

r];;;."Gorng No;izA rinun zd09 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah(LemoaranN"g,',RepubliklndonesiaTahun2009Nomor
130, Tambanan lemoarzn rrr"gd6 Republik lndonesia Nomor 4916);

peraturan pemerinian C"prdiix lndonesia Nomor 16 Tahun 1994

i"-nt"nglrbatan rungsion;t e9q9w-qi Negeri 
-Sipil 

(Lembaran Neg ara

["prnif fnOonesia ?.nun tgdq Nomor 22 Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 15a7);
p"Irtrrrn'pemeriniah Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2002

i";trrg perubahan--ntrt i,eraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

iooo ient"ng pengakatan pegawai Negeri sipil. dalam Jabatan

Sirrftrtrf (Ljmbarai Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor

iS famOahan Lembaran-Negrra Republik lndonesia Nomor 4194),

Flraturan pemerinian RepIOtiX lndonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasll Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 1GS itrO.nrn Lembiran Negara Republik lndonesia

Nomor 4593);
PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor3STahun200T
i";t*g pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

PemerintahpaerahProvinsidanPemerintahanDaerah
x"u,p,t"nlKota(LembaranNegaraRepubliklnd.onesiaTahun200T
Nornor 82 Tambihan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a737);
peraiuran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 20A7

tentang organisasi Perangkat Da^erah (Lembaran Negara Republik

lndonisia Tahun 2007 f{omor 89 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4741)',
peiaturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

xatinjrn (Lembarai Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008);
F"rriurrn Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

rerla Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

ria6upaten Katinsan Nomor 5 .Tahun 20oB) j?bry1gi'il:]:l

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan

diubah dengan Plraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang

organisasiaanTataKerjaDinasDaerahKabupatenKatingan
it-""*Orr.n Daerah Kabupaien Katingan Tahun 2011 Nomor 3).

16. ireraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

PetunjukTeknisPenataanorganisasiPerangkatDaerah;
17, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0611494215J, tanggal

17 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan

Kelembagaan Perangkat Daerah'

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

xEweNINGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini, yang dimaksud dengan :

i.- Femerintahan Daerah adalah penyelenggaruan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

p"*urnturn dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara X"tatrrn Republik lndonesia sebagaimana dimaksud

irf"rn Unding UnOang Dasar illegara Republik lndonesia Tahun 1945;

8.



2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintah Daerah;

Perangkat Daerah ,O"En Organisasi / Lembaga pada Pemerintah

Daerah, terdiri Aari #fietaris daerah, Sekretaris 
-DPRD, Dinas Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah;

Bupati adalah BuPati Katingan;

S"[r"t"ris Daerah aOatafr Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

oi""" F"rtanian adalah Dinas pertanian Kabupaten Katingan;

["p"r" o,nr. aoatan kepala Dinas pertanian Kabupaten Katingan;

Ketompok JaOatan'iu.Siti"".l adalah ketompok sejumlah tenaga dalam

i;;tr;6 fr.gsional yani teroiri dari berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannya;
g.UnitPelaksanaTeknisDinasselanjutnyadisingkat.UPTDadalahunsur

pelaksanaoperasionalDinasPertanianKabupatenKatingan;
10. peraturan arp.ti'."lrn;rtry" disebut Perbup adalah Peraturan Bupati

Katingan.

BAB II
PENETAPAN

Pasa! 2

DenganPeraturanBupatiini.ditetapkan.TugasPokok,Fungsidan
k"*Enrngan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan

BAB Ill
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN

Pasal 3

susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pertanian
2. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Bidang Tanlman Pingan dan Hortikultura, membawahkan :

1. Sefsi Produksi Tanaman Pangan;

2. Seksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;

4. Bidang Peternakan, membawahkln :

1. SJfsi Budidaya dan Produksi Peternakan;

2,.SeksiPengawasLalulintasHewandanPenyakitHewan;
5. Bidang Perkebunan; membawahkan :

1. Sefsi Budidaya dan Produksi Perkebunan;

2. Seksi Pengembangan dan Usaha Perkebunan;

6. KelomPok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
DINAS PERTANIAN

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Peternakan dan

Perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas

Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan feUllfan dasar, kebijakan teknis opersaional di bidang

tanaman prn!"n, hottikura, peiernakan dan perkebunan sesuai

keb'riaksan""n-y"ng ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-

Undangan Yang berlaku;



2. Penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan'

hortikutura, peternakan dan perkebunan;

3. Membuat dan mengusut*an rencana anggaran penyelenggaraan

pembangunrn p"ii."oin.n o""rah serta pemanfaatan sumber dana non

niiXrf un-tuk pengembangan investasi usaha perkebunan;

4. penyediaan oufrngrn i"ng"rbangan infrastruktur, sarana pertanian,

produksi, p"ninJrigrn, b!.1ih, p6ngolahan o?t pemasaran hasil'

kelembagaan, inrerizrri, per'rjinan, suriber Daya Manusia dan teknologi

spesifik lokasi dibidang ianaman pangan, holtikurtura, peternakan dan

perkebunan;
5. Melakukan koordinasi, integrasi, singkrorrisasi, senergitas dan

harmonisasipenyelenggaraanpembangunanPertanian,Peternakandan
Ferkebunan daeiah oleh semua pemangku kepentingan;

6. pembinaan pengolahan dan pemasarai hasil Pertanian, Peternakan dan

Perkebunan;
7. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis'

pengawasan, pemantar]an dan evaluasi di bidang tanaman pangan,

holtikultura dan Peternakan;
S.Pembinaan,pelayanan,pengawasan,pengendalian'monitoring'evaluasi

danpelaporanpenyelenggaraan'Pertanian,Perternakandan
Perkebunan di daerah'

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dinas

Pertanian, mempunyai kewenangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Daerah Kabupaten' katingan Noro, 31ahun 2008 tentang Pembagian

Urusan pemerintah y;; menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS PERTANIAN

Pasal 7

KepalaDinasPertanianmempunyaitugasmembantuBupatidalam
metaksanaran k"*"nrngrn desentralisasi dan tugas pembantuan

di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan'

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 7, Kepala Dinas

Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

l.KepalaDinasPertanianmempunyaitugasmemimpin'membina'
mengt<oordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerj9,

tata lerja Oan mengembangkan semua kegiatan bidang pert-anian se.rta

bertanggung lawa6 atas terlaksananya tugas pokok' fungsi dan

kewenangan Pada Dinas Pertanian;

2. Melaksanat<an perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pa.ngan

dan Holtikultura, Peternakan din Perkebunan sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati Katingan berdasarkan Peraturan

Ferundang - undangan Yang berlaku;

3. Melaksanikan pem[inain ploduksidan pengembanganteknologi;

4, Melaksanakan pengelolaan Sarana dan prasarana Tanaman pangan,

Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan;

5. Melaksanakan bimbingan teknis pemberian peljinan dan pelaksanaan

pelayanan ,*r* dibiJang Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura

dan Peternakan;
6. Melaksanakan pembinaantanaman;
7. Melaksanakan 

' pembinaan Kesehatan hewan dan kesehatan

masYarakat veteran;
8. Melaksanakan tugas perbantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah

Pusat di bidang Pertanian;



9.

10.

Melaksanakanpembinaanterhadapunitpelaksanateknjsdinasdalam
lingkup tanaman p"ngr; hortikultura' perkebunan dan peternakan;

Mengkoordinasikan penyusunan. rencana dan program dibidang

pertanian tanaman 
"pa'ng"n dan hortikultura, perkebunan dan

peternakan;
[,r".gx;ordinasikan kerjasama dengan pihak lain; 

.

Membina urusan ,urJn'Gnlgr, 
-hukum, organisasi dan tatalaksana,

[.p"g"*rian, keuangan, perstatistikan dan pelaporan; 
.]

Memberikan ,r.uxln, 
',usul 

dan saran kepada Bupati baik dalam

;;;Gd;n reoiiaran, p",n"t'han masalah maupun dalam rangka

;#bi;il ying'berkaiian dengan pengembangan dan pengaturan

[io.ng pertanian-, perkebu nan dan peternakan ;

Membuat laporan pelaksanaan iugas Dinas sebagai pertanggung

jawaban kePada BuPati; dan
'lrlelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Ketiga
SEKRETARIS

Pasal I
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Katingan berada di bawah dan

O"ri.rggr.gjawab XepaOa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan

mempunyai tugas poxbi, irngsi dan kewenangan membantu Kepala Dinas

0"f., metafianafan meliputi penyusunan. program. dan anggaran,

penyelenggaraanurusanketatausahaandinasdanpenyelenggaraanurusan
keuangan dan PerlengkaPan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9,

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi

1. Melaksanakan penyusunan program dan pelaporan di bidang tanaman

prngrn dan holiukultura, Peternakan serta Perkebunan;

2. Melaksanaxan pengerolaan administrasi dan manajemen kepegawaian;

a. Melaksanakan administrasidan pengelolaan keuangan;

4. Metaksanakan pengelotaan urusan-umum, surat menyurat kearsipan'

perlengkapan ruma-h tangga organisasi, laporan akuntabilitas kinerja

dinas, l-fpl dan LPPD Dinas Pertanian;

5. Mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;

6. Menlelenggaiakankehumasan dan protokoler;

7. Membina pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;.

8. Merencanaran 
- 
operasional kegiatan sekretariat sebagai penjabaran

rencana program pedoman dan standar kerja;

g. Memberi fug;s'fepaOa Kepala Sub Bagian dan bawahannya di

lingkungan seiretariit sesuai dengan fung.sinya masing-masing agar

semua iugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

10. Memberi petunjuk kepada Sub Bigian dan bawahannya di lingkungan

sekretariatSecaratertulismaupunlisanagar!ug?:dapatdilaksanakan
sesuairencana,prosedurdanketentuanyangberlaku;

1 1 . Mengatur/memeiif<salmengoreksi/mengontrol hasil kerja Kepa!3 Bidang

dan Sub aagia; di lin'gkungan sekretariat untuk perbaikan dan

penyemPurnaan lebih lanjut;

12. iherigkoordinasikan penyusunan_rencana program dan anggaran Dinas

pertanian rerta piodta, f"4, Sekretariat sesuai tugas dan fungsinya

berdasarkan Oati da-n petunjuk pelasaknaan sebagai pedoman kerja;

13. Mengkoordinasikan pelakslnaan tugas bidang untuk kelancaraan

pelaksanaan tugas dinas;
14. iilengkoordinasikan penyusunan pelaporan Dinas Pertanian mengacu

data/masukan dari bidang;
15. Mengkoordinasikan pelalisanaan urusan Keuangan Dinas Pertanian;

16. UteniXoorOinasi pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,

memberikan pertimOangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum,

kegiatan hubungan masYarakat;

11.
12.

13.

14.

15.
i
I



17, Mengkoordinasikan Urusan kepegawaian serta urusan organisasi, tata

laksana dan analisa jabatan;

1g. Mengkoordinasiian pelaksanaan urusan perlengkapan Dinas Pertanian;

19. Mengevaluasi Jan menitai prestaii ferja (epala Sub Bagian di

lingkungan sekretariat sesuai hasil kerja mising-masing sebagai bahan

penetaPan DP 3;

20. Melaksanaan tJgas+ugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkenaan

d"ng"n pelaksanaan tugas sekretariat;

zl.Melaporkanhasilpelaksanaantugaskepadaatasanuntukbahan
kebijakan selanjutnYa.

Pasal 11

Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. KePata Sub Bagian Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan'

Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 12

KepalaSubBagianUmumdanKepegawaianmempu.nyaitugasmelakukan
urusan surat-surat ,n"nyrt t dan feirsipan, kepeg.awaian, rumah tangga dan

p"rLngX"pan, ketatautrh.rn, hukum, organisasi dan tata laksana'

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Kepala sub

Argirn U*r* dan Kepegiwaian, menyelenggarakan fungsi :

1. Mengelola surat-;;rai masuk'dan tietuailpengagendaan, pendistribusian,

pengiriman, pengaiiipanl serta pelayanan administrasi perkantoran

lainnya;
2. Menghimpun dan mengarsipkan dokumen tata perlengkapan serta

rencana kebutuhan barang;
3. Melaksanakan penerimaai, pemeriksaan dan inventarisasi barang;

4. Melaksanaxan 
-pengadaan 

dan pemeliharaan barang-bara.ng inventaris

i"rt" pemetinalaati g"Orng kantor, lingkungan kantor dan aset-aset

lainnya;
5. Menyiapkan surat-surat tugas, surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

bagi pejabat yang akan melaksanakan perjalanan dinasi

6. Menyusun renca-na dan mempersiapkan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)'

Daftar Urut (epangXatan '(DUK), 
Diklat, _Kartu Pegawai Askes,

KarislKarsu, Taspen, iltasa Persiapan Pensiun/Pensiun dan berkala;

7. fr4emfersiapf"n irtat cuti, ijin, tanda jasa, DP3 dan data pegawai;

g. Mengusulk"n rri"ri pegawai,. plngangkatan/pemberhentian dalam

jabatan, pengambilan sumpan4anji pegawai dan pem.beri hukuman;

g. Femutaniran Oaij kepegawaian, dan plhporan d.i bidang kepegawaian;

10. Melaksanafan-pemUlnian terhadap staf/personil yang ada di lingkungan

Sub Bagian Umum;
'11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugas.

Paragraf 2

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 14

Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

p"ig"lor".n feuingan SKPd meliputi'penganggaran, perbendaharaan dan

i"rirfr.n serta iertanggungjawihan/pelaporan keuangan di lingkungan

Dinas Pertanian Kabupaten Katingan



Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14' sub Bagian

k"rrng.n, menYelenggarakan fu19si:

1. Meneliti kelengkaf,ln SPP-LS yang diajukan oleh PPTK Dinas Pertanian

KabuPaten Katingan;

2. Meneliti ketengffin spp-up, spp-Tu dan sPP-GU Dinas Pertanian

KabuPaten Katingan;

3. tltenyiapran Xoni"p'Oan Net SPIvI Dinas Pertanian Kabupaten Katingan;

4. Menyiapkan frpoi,in reatisasi .keuangan 
Dinas Pertanian Kabupaten' 

i"iirigin sebagai laporan pertanggu.ngjawaban pelaksanaan anggaran

Dinas Pertaniaf, berupa laporan ;intisa-si anggaran, neraca dan catatan

atas laPoran keuangan;

5. Menyiapkan o* "r"nyurrn Laporan ..Realisasi semester disertai

pragnosis enam bulan berikutnya untuk disampaikan kepada sekretaris

Daerah Kabupaten katingan selafu Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah;
5. Melaksanakan Akuntansi Asset Dinas Pertanian Kabupaten Katingan

meliputi p.n""t"trn dan pelaporan .-.3ku.nt3nsi atas perolehan'

pemelihararn, t"nrii iitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap

aset tetap Vrng diirrsaiidigunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Katingan;
7. Melaksanakan prosedur akuntansi selain kas pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Katingan meliputi :

a. Pengesanan pertan{gungiawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);

b. Koreksi kesalahan Pencatatan;
c. Penerimaan pengeluaran hibah selain kas;

d. Pembelian secara kredit;

e. Retur Pembelian Kredit;
f. Pemindahtanganan atas aset tetap / barang milik daerah tanpa

konsekuensi kas;
g. Penerimaan aset'tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas'

g. Menyiapkan-lonseplnei surat-dinas/keputusal dinas/instruksi dinas/

peri,itar, dinas berkaitan dengan fungsi sub Bagian Keuangan pada

Dinas Pertanian Kabupaten Katingan;
g. Membimbing, ;"rUin!, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan

dalam melatsanakan tugasnya sesuai dengan tata cara dan aturan

yang berlaku;
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Keuangan di

lingkunganoinasPendapatanDaerahKabupatenKatingan;
11. Milaksanafan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas Pokok dan fungsinYa'

Paragraf 3

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 16

Kepala sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

melaksanafan pEnyusuna-n Program dan Pelaporan meliputi pengumpul

bahan/data p"r"nrrnran, penyel6nggaraan, pengawasan/pengendalian dan

evaluasi progrm serta' m"etaruran kompilasi semua pelaporan di

Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan'

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 16, Kepala Sub Bagian

et,og'"'ndanPelaporanmempunyaifungsisebagaiberikut:
t. 

-fuengumputfan 
bahan-bahanTdata fienyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD Dinas Pertanian;

I
l



2.Menyusundanmembuatkonsep/netRl(A'RKPA'danDPAserta
DPPA- SKPD Dinas Pertanian;

3.Menyusunn"n""naStrategis,Laporan.AkuntabilitasKinerja,
PenetapanKinerla(eX|,-ngncanaKerjaTahunan-(RKT)'lndikator
Kinerja utama'i'i[0, rppo oan.lrpJ di lingkungan Dinas Pertanian;

4. Membuat faporln 
-bulanan,triwulan,semest6ran dan tahunan sebagai

pertanggunga; 6"!il"' atas pelaksanaan program/kegiatan

bi t-ingkungan Dinas Pertanian;

5'Menghimp,n'",,.laporanoariseluruhBidangdiLingkunganDinas
Pertanian KabuPaten Katingan;

6.Membagitugasrepaaab-awahandibawahsubbagiannyaSesual
dengan petuniut< 

-oan 
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya

efektifitas Pelaksanaan tugas;

7. Menyiapkan konsep/nei sulat dinas/keputusan dinaslinstruksi

dinas/perintah dil;a berkaitan dengan fungsi sub Bagian Program dan

PelaPoran Pada Dinas Pertanian;

8, Membimbing, **bina, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan

dalam melaksanakan tugasnya sesual dengan tata cara dan aturan

Yang berlaku;
g.MembuatlaporanpelaksanaankegiatanSubBagianProgramdan

Pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian;

10. MelaksanaX"n irgaJ+ugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas Pokok dan fungsinYa'

Bagian KeemPat
BIDANGTANAIuANFnneEUDANHoRTIKULTURA

Pasal 18

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura berada di bawah dan

;[;.gtilgj.ir"o Gp;e. Ke-pal? 
-Dinas 

Pertanian Kabupaten Katingan

serta di bawah foorOinasiSekretaris Dinas mempunyaitugas pokok dibidang

tanaman Pangan dan holtikultura'

Pasal {9

untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 18, Kepala Bidang

Tanaman pangan dan Ho-rtit<uliura mempunyaifungsi sebagai b-erikut :

1. Penyusunan progtr* kerja di 
' 

bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura;
3. peniiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. penyelengg"ri.n pengelolaan kegiatan Tanaman Pangan dan

Hortikultura;
p.roinrrndanFasilitasiterhadapkelembagaanpetani
Pangan dan Hortikultura;
peniryrgunaan dan pengembangan kelembagaan petani

5.

6.

Tanaman

Tanaman

Pangan dan Hortikultura;
Z. e-nlusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura;
A. fr4EmOagi naOil-iemua tugas kepada semua Kepala Seksi dan staf yang

ada di biwah bidangnya untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;

g, uenyiapran xonie-plnet surat_dinas/nota pertimbangan/nota dinas

Uert<iitin dengan fungsi Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura;

10. Menghimpun 
-dan 

rn'embuat 
-laporan pelaksanaan.. program/kegiatan- 

v"nd"da pada Bidang Tanam.an pangan dan Hortiku.ltura;

1 1. Melaksanakan tugasltugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas Pokok dan fungsinYa

Pasal 20

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan :

1. Kepala SeXsi Produksi dan Tanaman Pangan;

Z. Xebafa Seksi Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura'



Paragraf I
SEKSI PRODUKS! DAN TANAMAN PANGAN

Pasal 21

Kepala seksi Produksi dan Tanaman Pangan mempunya.i tugas melakukan

p.ng.ioir.n sumber daya lahan, pemanfaatan air dan irigasi, pengaturan

dan-pemanfaatan perbenihan serta perlindungan tanaman pangan'

Pasal22

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 21, Kepala Seksi

Produksi dan Tanaman Pangan mempunyaifungsi sebagai berikut :

1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan'

2. Konservasitanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekositem.

3. Rehabilitsi lahan kritis dikawasan pertanian'

4. PenetaPan sasaran areal'
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan'

6. pencegahan alih tungii 6nan sawah beririgasi teknis dan setengah

teknis.
7. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
g. Bimbingin pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
g. pemaniauan pemanfaatan sumber-sumber air dan irigasi.

to. airnoingan tet<nis pengelolaan lahan sumber-sumber air dan irigasi

11.
12.

13.
14.

untuk budidaYa tanaman.
Evalusi pengelolaan air irigasi pertanian.
pembinaanlan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A)

dan perkumpulan petani pemakai air (P3AT)'

Mengidentifikasi data potensi wilayah agroekosistem' 
.

Mem-bantu penerapan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

21.
22.
23.
24.

lembaga Penelitian.
1S. pembingunan dan pengelolaan balai benih milik pemerintah.

16. Pembinaan balai benih milik swasta.
17. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih'

18. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan

benih besar.
19. Bimbingan dan pemantauan produksi benih'

20. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi

sarana tenaga dan metode.
Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan.

Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar'
Memberi rekomedasi ijin produksi benih.

Pengujian dan penyeberluasan benih/bibit varietas unggul lokal

tanaman pangan.
Pengaturan penggunaan benih/bibit unggut.
Pela-ksanaan aan fimOingan distribusi pohon induk sertifikasi benih'

Penetapan sentral-sentral produksi.
ldentifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan'

Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisa

dampak organisasi pengganggu tumbuhan (OPT).

Bimbingan- pengamaiin, pemantauan, peramalan organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) kepada masyarakat.

irenE-umpulan, pengola.han data organisme pengganggu tumbuhan

(OPD dan agroklimat.
Bimbingan jasa perlindungan tanaman.
penyebaran informasi keadaan serangan organisme pengganggu

tumbuhan (OPT) dan rekomendasi pengendaliannya'

Pengamatan dan pengendalian daerah yang dicurigai sebagai sumber

infelisi organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Menetapfan taiangAn 
-[emasukan dan pengeluaran media

pembawahama dan penyakit tanaman.
'Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agensi hayati.

Bimbingan dan pengelolaan dan konservasi agensi hayati'

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.



3S.Penetapanarealpuso?!ry9k'plorasikarenaSeranganorganisme
penggangg, turt,In* (OPT) dan'bencana banjir serta kekeringan'

39. penyediaan Oriir"gr; 
tpeng"nOalian, 

eradikaii tanaman dan bagian

tanaman.
+0. pingendalian eksplosi hama dan penyakit'

41. Pelaksanaan p.nyiOiX"n penyakit dibidang pertanian'

42. Pengaturan dan pelaksanaan f"n"nglulangan wabah hama dan

penYakit tanaman.
43'Bimbingandanpemantauanpelaksanaanpemberantasanhama

danpenYakit tanaman.
p"nb"f,jf."n laboratorium hama dan penyakit tanaman'

Melaksanaran pemoinaan terhadap staflpersonil yang ada di lingkungan

Seksi Produksi Tanaman Pangan'

Melaksanakantugaslainnyayangdiberikanolehpimpinansesuai
bidang tugas.

Paragraf 2

SEKSI USAHA TANAMAN PANOAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 23

44.
45.

46.

Kepala seksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

mengelola pengaturan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida'

il;tsil;'le"nle6raan din pengaturan fenggunaan alat dan mesin

[Irt.ri"r Orn Oi,iningan serta pemantauan sarana usaha pertanian'

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 23, Kepala seksi

Usaha Tanaman' P&-3; ;;; Hoftikultura mempunyai fungsi sebagai

berikut :

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk'
p"iaXianaan'pering;tan Oini dan antisipasi kelangkaan pupuk dan

pestisida.
pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat

desa.
Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan

pestisida.
'pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida'

Pemantauandanevaluasikasuskeracunanpestisida.
Pengawasan peredaran, penyimpangan, penggunaan serta

pengusahaan PuPuk dan Pestisida-
Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan

lokalita.
9. Pembinaan dan pengaruasan mutu alat dan mesin pertanian untuk

kePerluan lokalita.
10. pembinaan d; pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin

tanaman Pangan dan hortikultura'
p"rijinrn penlaOaan dan peredaraan alat mesin pertanian produk lokal

atau impor.
Bimbingancaramengoperasikandanpemeliharaanalatdanmesin
zanaman Pangan dan hortikultura'

Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu

Janpeni"fotaan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
pemantiuan dan pengawasan iembaga sistem mutu produk pertanian'

gimbingan peningXatin mutu hasiltanaman pang?n dan hortikultura'

Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit

p"nv*i,"nan aai hasiltanaman pangan dan hortikultura.

birLingrn analisa usaha tani dan pemasaran hasil pertanian.

ffibffi;, telembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan

p"n.rpiirn pola kerjisama usaha tani (kemitraan)'

Bimbingan p"n"rrpin teknologi panen, pasca panen dan pengolahan

hasil tanaman pangan dan ho(ikultura'
Bimbingan p".rit"urn dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi

lingkungan Pertanian.

1.
2.

3.

4.

5.
o.
7.

8.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

24.

I
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21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

peraksanaan, bimbingan studi AMDAL / UKL-upL di bidang Usaha

tanaman Pangan dan hortikultura'

iirt"ru"ti rerdmendasi ij in usaha agroind ustri'
pemantauan dan p"ngi*".rn ijin usaha agroindustri pertanian.

bd;ri; J"r.r,t 
"t-,n 

sumber-sumber pembiayaan ag robisnis.

Bimbingan penyusunan rencana usaha agrobisnis'
gi;bin6rn pemanfaatan kredit agrobisnis'

F"roi,i""n'oan oimoingan terhadap keuangan mikro pedesaan.

pembinaan dan bilb'id; terhadap nmnaga keuangan mikro di

pedesaan.
pemantauan dan evaruasi penyaruran pemanfaatan dan pengendalian

kredit.
Melaksanakan pembinaan terhadap staf/personil yang ada di lingkungan

S"f..i Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura'

Melaksanat<an tugas t"in ylng diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugas' 
Bagian Kelima

BIDANG PETERNAKAN

Pasal 25

Kepala Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggungjawaQ kepada

Kepala Dinas p"nJ"prim Daerah Kabupaten xa!11ryn serta di bawah

koordinasi sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok dibidang Peternakan'

Pasal 26

untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 25, Kepala Bidang

Peternakan mempunyaifungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dibidang peternaltal:. . .

2.. penyiapan Odnai perumusan kebijikan teknis dibidang peternakan'.

3. penyiaban b;hd koordinasi, iasilitasi, dan pembinaan dibidang

Peternakan.
4- irelayanan umum dibidang peternakan'

5.Penyelenggaraanpengetotaan.kegiat.andibidangpeternakan.
6. pemOinaan Oan tasilitasi terhadap kelembagaan petani ternak'

T.Pendayagunaandanpengembangankelembag.aanpetaniternak'g. penyusunan bahan evallasi, pengendalian dan pelaporan di bidang

Peternakan.g. fuemOagi habis semua tugas kepada semua Kepala Seksi dan staf yang

ada di b-awah bidangnya untuk kelancaraan pelaksanaan tugas'

10. Menyiapkan fonsellnet surat, dinas/nota pertimbangan/nota dinas

berkaitan dengan fungsi Bidang Peternakan'

11. Menghimpun 
-dan riembuat laporan pelaksanaan program/kegiatan

yangada Pada Bidang Peternakan'
tZ. [netifsanifan tugasltugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas Pokok dan fungsinYa

Pasal 27

Kepala Bidang Peternakan, membawahkan :

1. 
' 

Kepala SLksi Budidaya dan Produksi Peternakan;

2. kebala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Kesehatan Hewan'

Paragraf 1

SEKSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI PETERNAKAN

Pasal 28

Kepala Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan mempunyai tugas

,"UfuX"n penyiapan banan penetapan standar mutu bibit ternak dan mutu

nijrrrn pakan 
-teinak, 

pengaturan, pengolahan .data produksi peternakan

.6rt, jumlah poprf"si' telnak, pengolahan data . pemotongan ternak,

pengorinan bibit ternak unggul, .penggunaan ternak. unggul, penyusunan

kebutuhan p"ng.J.rn hijauin ma*anan ternak, pembukaan dan pengolahan

hijauan ma'Xanin ternak, pembesaran ternak bakalan atau bibit, pembinaan

teknis, pemantauan dan evaluasi kelengkapannya'



Pasal 29

untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 28, Kepala seksi

Budidaya dan produksi ieternakan mempunyaifungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan penyebaian dan penggembangan serta

redistribusi ternak.
2.Melaksanakanpengembanganusahapembesaranternakbakalanatau

bibit.
3'Melaksanakanpengawasandanpengembanganternakolehswasta'
4. Melaksanaxrn 

-p"iJaOarn perbanylkan, penyaluran dan bimbingan

produksi bibit hijauan makanan ternak'

5. Melaksanaxan fienyelengggaraan kebun bibit hijauan makanan ternak'

6. Melaksanakan'penyiapan 
-prasarana dan sarana serta perlengkapan

ternak.
7. Melaksanakan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan

sertifikasi nioit ternar, 6ibit hijauan meliputi sarana tenaga kerja, mutu

dan metode'
g. Melaksanakan pengawasan peredaran mutu bibit, pengujian populasi

dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit'

9'Melaksanaranpemantauandanpencatatan.populasiternak.
10. Melakukan p"nir*.t"n dan pencatatan terhadap pemotongan ternak'

11. Melakukan 
'ni*6rgrn produksi bibit dan kastrasi ternak non bibit'

12. MelaksanaXrn niniUingan produksi dan penggunaan pakan serta bahan

baku Pakan konsentrat.
13. Menyelengg"i"["n pengembangan, penyimpanan dan pengawetan

Pakan ternak-
14,Melaksanakanpengawasanmutupakandanbahanbakudalam

peredaran dan Pemakaian.
15. iileraksanakan bimbingan peraksanaan inseminasi buatan yang

dilakukan oleh swasta.
16. Melaksanar"n p"rrntauan, pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi

buatan.
17. Melaksanakan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri'

18. MelaksanaXan prod'ut<simani beku lokal untuk Kabupaten Katingan'

19. Melaksanaran' uimningan dan pelaksanaan pengadaan dan atau

produksi mudigah/tekiologi dan pengetahuan, alih mudigah serta

pemantauan dan registrasi hasil mudigah'

20. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan terhadap gizi pakan ternak, bibit

ternak dan inseminasi buatan.
21. Melaksanakan pembinaan terhadap staf/personil yang ada di lingkungan

seksi Budidaya dan Produksi Peternakan'

22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugasnYa.

Paragral2
SEKSI PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN

DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 30

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Kesehatan Hewan

mempunyai tugas melakukan pengawasan lalulintas perdagangan 9,n
;";;u6 prorur asal hewan, metakukan penyiapan pencegahal...d"n

pemberantasan penyakit hewan menular, pengamatan dan penyidikan,

b"ny"rit kesehatan masyarakat peternak, pemberian obat dan pelayanan

k""6nrtan ternak, pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 30, Kepala Seksi

F"ngr*"t"n t-alu Lintai Hewan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. -Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan'

2. Melaksanakan pengawasan urusan kesejahteraan hewan dan

pelayanan kesehatan hewan.



3.

4.

5.

o.
7.

8.

Melaksanakan pembangunan, pengelolaan' pemantauan dan

p"ngil"ttn unit-unit pelayanan kesehatan hewan'

Melaksanakan p"ng5;ri"n, pencatatan dan pemetaan kejadian

penyakit hewan serta- penyid ikan epidem i log i penyakit hewan'

Melaksanakan oinioinil,n Oan pemantauan pelaksanaan

pemberantasan Penyakit hewan' 
.

Melaksa naran penglwasan kesehatan masyarakat veteriner.

rr,r"i"ri"n"kan'bim-bingan, pengadaan, penyaluran dan pengawasan

peredaraan dan pemakaian obat hewan'

Melaksanakanpemantauandanpengawasanpenerapanstandar-
standar teknis aan' opeiasional unit'pelayanan kesehatan oleh Rumah

Potong Hewan (RPH).
pengawasan Latu'/intas Ternapkeluar masuknya ternak di wilayah

Kabupaten Katingan.
Melakukanpengawasandanpenangananterhadapprodukasalhewan
dan hasilolahannYa.
Melaksanakan p"nga*rtrn dan pemantauan' pengawasan dan

;;rbi;il terfrabap-Jsaha - usaha peternakan dan hasil olahannya'

MelaksanaXan peniU'r;;;, penyuluhan dan bimbingan dalam rangka

p"ng"i"nran d'an p"ningidtan kesehatan hewan dan pengetahuan

tentang lalu lintas hewan.
Melakukan p"ng"*,',n sistem informasi pasar yang berkaitan dengan

ternak dan hasil olahannYa.

Melaksanakan p.ruinirn terhadap staf dan personil di seksi

F"ngi*itan Lalu Lintas Hewan dan Kesehatan Hewan'

Melaksanakantugaslainnyayangdiberikanolehpimpinansesuai
bidang tugas.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bagian Keenam
BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 32

Kepala Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggungjawa! kepada

ii;p;i; pinri p"noaprtan-Daerah Kabupaten xa!!ry3n serta di bawah

i *Iroin".i Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok dibidang Perkebunan'

Pasal 33

untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 32, Kepala Bidang

Perkebunan mempunyaifungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dibidang perkebunaL . .

Z. penyiapan baha; perumusan tgbij_aX11 teknis dibidang perkebunan'.

3. pinyiaban nanan koordinasi, iasilitasi dan pembinaan dibidang

perkebunan.
4. i'enyelenggaraan pengelolaanperkebunan'

S. peniUinaJn Can tasititJsiterhadap kelembagaan petani kebun.

6.Pendayagunaandanpengembangankelembagaanpetanikebun'
1. penyuiuian Uanan evalfasi, pengendalian kegiatan dan pelaporan di

bidang Perkebunan.

Pasal 34

Kepala Bidang Perkebunan, membawahkan :

't. Kepala SLXsi Budidaya dan Produksi Perkebunan;

2. Kejrala seksi pengembangan dan usaha Perkebunan.

Paragraf I
SEKSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN

Pasal 35

Kepala $eksi Budidaya dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian, perbenihan,

;;fidffi;n pupuf*aan pestisida, penggunaan alat dan mesin, perlindungan

tanaman dan budidaYa.

I

I

I

i
;



Pasal 36

Untukmelaksanakantugaspoko!dimaksudpadapasal35,KepalaSeksi
seksi Budidaya orn' F oorxri perkebunan mempunyai fungsi sebagai

berikut:
l.Merencanakankegiatandanprogramkerjaseksi,produksiperkebunan

meliputi p"*Oin"in O"n bimbiigan teinis 0113. hal peningkatan

produktivita" 
"rlf.iri--f"rg"*Oingan komoditas, pengembangan

kelembagaan dan kemitraan s"ia pengembangan sarana dan

prasarana Produksi Perkebunan'.
2. Merencanaxan oan' melaksanakan kegiatan pengawasan peredaraan

benih, mutu benih dan sertifikasi benih'

3.Merencanakandanmelaksanakankegiatanpenerapanpedoman,
standar dan mutu hasil perkebunan'

4. Merencanaxrn J"n melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan

produktivita" i"n"*"n perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan

besar.
S,Merencanakandanmelaksanakankegiatanp-engembanganke'b.ljakan

komoditas, p"ng",b"ng,n teknologi spesifik dan pengembangan

komoditas baru sesuai agroklimat'

6. M"r"n".n"ran oan meiaksanakan kegiatan .pengembangan 
sarana

prasarana ptoOfii di sentral-sentral produksi dan wilayah potensial

5"rt, p"nyebarluasan prof il komod itas perkebunan'

T,Merencanakandanmelaksanakankegiatanpengendaliandan
penanggutrnt"n opT, bahaya kebakaran lahan/kebun rakyat maupun

PBS serta pe-ngembangan teknologi pengendalian OPT'

g. Merencanafan" dan 
- melaksanikan kegiatan perencanaan dan

pengelolaan statistik perkebunan'
g. Memberikan saianlp6rtimbangan menyangkut pelaksanaan pembinaan

dan bimbing"n l"fnir produ'ksi repada Kepala Bidang Perkebunan

tentang langkah-langkah yang perlu diambil sebagai bahan tindak lanjut'

10' Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta membuat

laporan peflisinaan kegiatan pe-mbinaan dan bimbingan teknis

Produksi.
11. Melakukan iventasisasi calon Petani (cP) calon Lokasi (cL), calon

keOun (CK) dan pemantapannya sebag.ai Oer.ltapan dan penetapan

komoditi peikebunan serta membuat peta kom.oditi perkebunan^

12. Menyiapkan rencana dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana

produksi perkebunan dan sarana penyuluhan

13. Menyusun plOorjn pembinaan itan 
-OimUingan 

teknis penggunaan dan

kebutuhan bangunan sarana dan prasarana'

14. Pengawasan d-an pengendalian penyelenggaraan pengadaan sarana

produksi.
15. Melaksanakan pembinaan terhadap staf/personil yang ada di lingkungan

Seksi Produksi Perkebunan'
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas' 
Paragraf 2

SEKSIPENGEMBANGAN6nUUSInAPERKEBUNAN
Pasal 37

Kepala seksi Pengembangan dan usaha Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan p"ig"lot""-n dan pemasaran hasil, perijinan usaha'

pemantapan dan perluasan areal lahan'

Pasal 38

untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada pasal 37, Kepala seksi

p"ng"*b"ngan dan Usaira Perkebunan mempunyaifungsi sebagai berikut :

1.- 
- 

MerenJanafan kegiatan dan program kerja Seksi Usaha Perkebunan

meliputi pembinaJn dan bimbingan teknis melalui tata cara proses

peni*iOah ijin usaha perkebunin,pengolahan...gan standarisasi mutu

hasil, sarana ptasatana dan harga pasar komoditi perkebunan'



2.

3.

4.

E

o.

7.

MenyiapkanbahandanpedomantatacaraPerijinanPengelolaan
Usaha Perkebunan.
Menelaah dan meneliti setiap permohonan dan permintaan rekomendasi

ljin Usaha Perkebunan (lUP)'

Melaksanakan OimOinian' Oan pengawasan penerapan teknologi

pengolahan hasil dan standarisasi mutu'

Melaksanaran penfu;prfu dan bimbingan informasi biaya produksi

dan analisa usaha bidang perkebunan'

Melaksanax"n pemOinaa"n' dan bimbingan teknis pengolahan hasil serta

pemasaran dengan Pola kemitr3?n 
.

Melaksanaran pengumpulan data dan informasi tentang pemanfaatan

J"n pengembangzn 
'-."r"n, produksi untuk pengolahan hasil

perkebunan.
F"ngu*.ran dampak lingkung_an kegiatan bidang usaha pengendalian

,nutl Orn standarisasi TiH, inO pengolahan hasil, pengendalian mutu

dan pemasaran'
l,rf"nii"r"ntarisasi dan mengindentifikasi setiap kegiatan . usaha

p"-r[nun"n rakyat Oan perXe6unan swasta meliputi data bibit, luas

;;;i- produksi, retemoigaan usaha, kebutuhan sarana produksi,

["f"VbX"n usaha, pengolah]n pemasaran hasil, baik yang dibina melalui

proyeUnon ProYek.
il,r"igrrprli<an dan mengindentifikasi data dan informasi kelembagaan

,r.n? meliputi p"*rrnrin perkebunan besar, KUD dan kelompok tani

serta kemitraan usaha dibidang perkebunan'
p"rvi"p"" bahan kerjasama d-an kemitraan dibidang usaha perkebunan

danmelakukanbimbinganteknispenyelenggaraaninventaris

10.

11.

kelembagaan Perkebunan.
12. Melaksaiakan pendataan dan penyebarluasan informasi harga pasar

komoditi Perkebunan'
13. Melaksanaran legiatan analisa biaya pemasaran komodti unggulan

bidang Perkebunan'
14. Memberikan r"r"n dan pertimbangan yang meny€ngkut pembinaan dan

bimbingan teknis dalam pengembangan usaha. dan kelembagaan

manajemen ,"rr," kepada t{epala aioang. Perkebunan mengenai

i"ngfif'-f.ngkah yang pbrtu Oiamtil sebagai bahan tindak lanjut'

15. MeiaXsanalian pemOinaan terhadap staflpersonilyang ada di lingkungan

Seksi Usaha Perkebunan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas.

Bagian Ketuiuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan\-, 
sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian;

(2) Jeniidan iumtan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Bagian KedelaPan
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD}

Pasal 40

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian;

tZi UpTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan\-/ 
trg"tnya beiada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas'

BAB V
TATA KERJA

Pasal4'l

(1) Kepala Dinas Pertanian melaksanakan tugas selalu menerapkan prinsif

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mengkoordinasi bawahannya

masing - masiilg serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk

kelancaran Pelaksanaan tugas;



(2)PelaksanapadaDinasPertanianmelaksanakantugasnyasela]u
berpedoman iiJ, p"r"tron perundang undangan yang berlaku serta

bimbingan dan Petunjuk atasan'

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka P-eratyran Bupati Katingan

Nomor12Tahun2oogtentangUraianTugas|orgldanFungsiDinas
pertanian faOupaten-Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturangl;rti ini dengan f,"nempaiannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan e.r1,
pada ianggal, I ;L 3 eP]-.Et{{ry€ '-

Diundangkan di Kasongan

;#; a^"-ffii, 
-LJ;;r;;; *"€a- z,"n

SEKRETARIS DAERAH

TATEL LADJU

KATINGAN,

BVPAfl KATINGAN,

V\
ilry,v4/

DUWEL RAWING

BERTTA ,tTKKABUpATEN KATTNGAN TAHUN 2011 NoMoR "'+g


